DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Republik lindonesia nomor 6 tahun 2018 tentang
kekarantinaan kesehatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020
tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan
penanganan corona virus disease 2019 (covid-19)

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang
penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat corona virus disease
2019 (covid- 19)

Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 9 tahun 2020
tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka
percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19)
Keputusan  menteri  kesehatan  republik indonesia  nomor

hk.01.07/menkes/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi
masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan
dan pengendalian corona virus disease 2019 (covid-19)

Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang- Undangan

Undang-undang republik indonesia nomor 10. tahun 2009 tentang
kepariwisataan

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No.6 tahun 2014 tentang
Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Peraturan Pemerintah Republik lindonesia nomor 16 tahun 2018
tentang satuan polisi pamong praja
https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah

Peraturan Menteri kebudayaan dan pariwisata nomor
PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara pendaftaran usaha
penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
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